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ABSTRAK 

Pesatnya perkembangan digitalisasi membawa dampak signifikan untuk 

pertumbuhan ekonomi khususnya perdagangan melalui sistem elektronik. Dampak 

positif yang dirasakan oleh penjual dan pembeli membuat perkembangan pasar 

digital semakin banyak diminati oleh pelaku usaha.  Semakin banyak pelaku usaha 

yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik maka akan terjadi 

persaingan usaha di dalam pasar tersebut. Praktek predatory pricing dan juga 

monopoli diduga sempat terjadi pada social commerce Tiktokshop, sehingga 

dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini 

kemudian membuat penulis ingin mengkaji menggunakan studi perbandingan 

dengan Negara Tiongkok mengenai pengaturan perizinan, periklanan dan 

pengawasan pada e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yang mengkaji peraturan e-

commerce antara Indonesia dan Tiongkok.  Hasil dari penelitian ini mendapatkan 

kesimpulan bahwa pengaturan e-commerce yang ada di Tiongkok dan di Indonesia 

hampir memiliki kesamaan terhadap sistem perizinan e-commerce. Indonesia dan 

Tiongkok mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnisnya pada platform 

e-commerce dan platform e-commerce    berkewajiban untuk menyediakan sarana 

bagi pelaku usaha untuk mendaftar pada platform e-commerce tersebut. Sedangkan 

perbedaan yang dapat diketahui dari masing-masing peraturan tersebut adalah pada 

bagian pengawasan e-commerce. Di Tiongkok pemerintah berkewajiban untuk 

membantu peningkatan perekonomian digital sehingga terjadi pemerataan di 

wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga pemerataan ekonomi digital dapat 

berjalan dengan baik, hal ini yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah di 

Indonesia.  

Kata Kunci: Perdagangan elektronik; digitalisasi; pasar; pelaku usaha; ekonomi 

digital.
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ABSTRACT 

The rapid development of digitalization has a significant impact on economic 

growth, especially trade through electronic systems. The positive impact felt by 

sellers and buyers makes the development of the digital market increasingly in 

demand by business actors. The more business actors involved in trading through 

electronic systems, the more business competition will occur in the market. 

Predatory pricing practices and monopolies were suspected to have occurred in 

Tiktok’s shop social commerce, resulting in the issuance of Minister of Trade 

Regulation Number 31 of 2023. This then makes the author want to examine using 

comparative studies with the Chinese State regarding licensing arrangements, 

advertising and supervision on e-commerce. This research was conducted using 

normative legal research with a comparative approach that examines e-commerce 

regulations between Indonesia and Tiongkok. The results of this study concluded 

that e-commerce regulations in Tiongkok and Indonesia almost have similarities to 

the e-commerce licensing system. Indonesia and Tiongkok require businesses to 

register their businesses on e-commerce platforms and e-commerce platforms are 

obliged to provide a means for businesses to register on these e-commerce 

platforms. While the difference that can be known from each of these regulations is 

in the e-commerce supervision section. In Tiongkok, the government is obliged to 

help improve the digital economy so that there is equity in rural and urban areas, 

so that digital economy equality can run well, this is what the government in 

Indonesia has not been able to do. 

Keywords: Electronic commerce; Digitization; market; business actors; digital 

economy. 


